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Terpidana Korupsi RSUD Hadji Boejasin Dieksekusi 

 

 

Sumber gambar 

https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/09/03/2022/terpidana-korupsi-rsud-hadji-boejasin-

dieksekusi/ 

 

Dua dari tiga terdakwa kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) penyimpangan dana 

pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari tahun anggaran 2015 

hingga 2018, dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Laut (Tala).  

“Eksekusi dilakukan Rabu 2 Maret 2022,” ungkap Kepala Kejari Tala Ramadani, didampingi 

Kasi Intelijen dan Kasi Pidsus Kejari Tala . 

Terdakwa yang dieksekusi adalah Paridah dan Asdah Setiani. Keduanya saat ini telah 

dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pelaihari. 

“Sedangkan untuk terdakwa dr Edy Wahyudi, eksekusinya ditunda karena sakit. Hal itu 

dibuktikan dengan surat keterangan dokter,” jelasnya. 

Ramadani mengatakan, berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin 

tanggal 8 September 2021, menyatakan dr Edy Wahyudi Cs terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana korupsi. 

“Edy Wahyudi dijatuhi pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp 100 juta. 

Dengan ketentuan, jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga 

bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 2.142.789.000 subsidair pidana penjara selama 

satu tahun tiga bulan,” paparnya. 

Sedangkan untuk terpidana Asdah Setiani, sebutnya, dijatuhi pidana penjara selama satu 

tahun empat bulan dan denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar 

akan diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Untuk Paridah dijatuhi pidana penjara 
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selama dua tahun dan denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar 

akan diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. 

 

Sumber berita: 

1. https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/09/03/2022/terpidana-korupsi-rsud-

hadji-boejasin-dieksekusi/ 

2. https://banjarmasinnews.com/terpidana-korupsi-rsud-hadji-boejasin-dieksekusi-9451.html, 

 

Catatan: 

A. Tindak Pidana Korupsi 

Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara 

atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 

Dalam kamus hukum “Black’s Law Dictionary” Henry Campbell Black menjelaskan 

pengertian korupsi (terjemahan bebas): 

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang 

tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah 

menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk 

dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak 

lain.” 

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (UU KPK). 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: 

“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” 

Mengacu pada ketentuan di atas, maka ada kelompok atau jenis tindak pidana korupsi yaitu: 

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 2 

dan Pasal 3 UU PTPK; 
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2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) 

huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat 

(1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf 

c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 UU PTPK; 

3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan Pasal 

8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c 3 UU PTPK; 

4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 

12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU PTPK; 

5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) 

huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 

7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU PTPK; 

6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam 

ketentuan Pasal 12 huruf i UU PTPK; 

7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C 

UU PTPK; 

Selain dari tindak-tindak pidana tersebut di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan 

dengan tindak pidana korupsi, yaitu: 

1. Merintangi Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi, diatur dalam ketentuan Pasal 21 UU 

PTPK; 

2. Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan yang Tidak Benar, diatur dalam 

ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 28 UU PTPK; 

3. Bank yang Tidak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka, diatur dalam 

ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 29 UU PTPK; 

4. Saksi atau Ahli yang Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan Palsu, 

diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 35 UU PTPK; 

5. Orang yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan atau Memberi 

Keterangan Palsu, diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 36 UU PTPK; 

6. Saksi yang Membuka Identitas Pelapor, diatur dalam ketentuan Pasal 24 jo. Pasal 31 

UU PTPK. 

B. Kerugian Negara 



Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Mery Mei Lestari 

4 
 

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

(“UU BPK”): 

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang 

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai.” 

  

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU 

Perbendaharaan Negara”):  

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang 

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai.” 

  

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”): 

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah 

kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang 

berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” 

  

Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian 

negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai 

negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh 

bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian 

negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau 

berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara 

pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. 

  

Dalam artikel Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa 

berdasarkan UU BPK dan Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang 

menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa 

Keuangan (“BPK”) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”). Adapun 

perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistis, atau dilihat kasus per kasus. 

 

 


